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A. PENDAHULUAN 
Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal 
sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin 
Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan 
penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat 
dijadikan sebagai alat uji yang sahih dalam menentukan tinggi rendahnya 
peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa 
untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana 
diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang 
berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak 
asasi manusia.
2
  
Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang 
didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (good legal system), 
maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar 
Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan 
bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat 
dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.
3
 Dari uraian tersebut 
di atas, maka aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan sudah sepantasnya menyadari 
kedudukannya yang sangat strategis itu, terutama dalam kaitannya dengan 
peranannya dalam tujuan negara Indonesia yang adil berkemakmuran dan 
makmur berkeadilan. The founding fathers ketika mendirikan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia 
merupakan negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) bukan berlandaskan 
pada kekuasaan belaka (machstaat).  
Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan 
hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka 
pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam 
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menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4
 
Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat 
substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung 
sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga 
sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah 
yang sebenarnya melanggar HAM.
5
 Dalam kaitannya ini, badan PBB telah 
mensinyalir bahwa secara internasional dewasa ini masalah hak asasi seorang 
pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana penjara telah 
diakui sebagai masalah bukan saja bagi negara-negara anggota PBB yang 
bersangkutan melainkan sudah merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia.
6
  
Dalam praktek sehari-hari, adakalanya petugas penegak hukum karena 
dihinggapi penyakit, egoisme dan sektoral  bertindak asal aman dan asal 
memenuhi syarat formalitas malahan sangat berbau ritualisme untuk  
melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat apakah tindakan itu sesuai 
dengan aturan hukum atau tidak. Sehingga tidak sedikit kasus salah tangkap, 
salah tahan dan kadang salah menghukum yang muncul dalam pemberitaan 
media massa. Di samping itu tindakan institusionalisasi (pemasukan 
pelanggar hukum di dalam Lapas atau Rutan) akan potensial menimbulkan 
bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme.
7
 Barda Nawawi Arief 
menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan 
kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang 
berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Terlebih pidana 
penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa 
terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.  
Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara 
dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga 
diri manusia.
8
 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya penegakan 
hukum, walaupun tujuannya sangat mulia, namun sangat intens dengan 
keadaan-keadaan yang kontradiktif. Di mana keadaan tersebut dapat 
membawa dampak kearah dehumanisasi hukum yang sangat kontra produktif 
dengan upaya pembangunan manusia seutuhnya yang sedang digalakkan 
pemerintah saat ini. Pemahaman terhadap ketentuan hukum merupakan syarat 
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mutlak bagi para penegak hukum.
9
 Namun dalam kaitannya dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 (selanjutnya disebut 
KUHAP) menyiratkan agar tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum 
tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan adalah 
bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga pemerkosaan 
terhadap harkat martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.
10
  
Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah 
diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa .petugas 
pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang 
melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar 
pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana dirumuskan di atas maka 
penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem 
peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan 
terhadap hak asasi tahanan dan narapidana? 
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan 
terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan juga penelitian 
hukum empiris atau sosiologis. Sebab di samping dilakukan dengan meneliti 
bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 
telah dirumuskan juga dilihat kenyataan dalam praktek dengan melihat 
bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak 
asasi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Manado dan 
(selanjutnya disebut Lapas Anak Manado). Adapun jenis data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber bahan 
hukum yang bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan jenis dan sumber data 
tersebut maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (library 
research). Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut penelitian ini juga 
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membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan, masyarakat dan pemerintah.   
Data-data yang dimaksud antara lain data yang didapat dari Lapas 
Anak Manado dan lain-lain. Dengan pengolahan data secara kualitatif dan 
memaparkannya secara deskriptif akhirnya diperoleh suatu kesimpulan 
bahwa penelitian yang dilakukan akan memperoleh hasil yang benar dan 
akurat dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan 
pemaparan secara deskriptif maka penelitian ini dapat menjelaskan 
pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan 
dan narapidana di Lapas Kelas II A Manado.  
Dalam hubungan ini Soedjono dan Abdurrahman menyatakan bahwa 
deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian 
(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 
berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.
11
  
 
D. PEMBAHASAN 
1. Peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan 
pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap 
hak asasi tahanan dan narapidana 
Sebenarnya Lapas Kelas II A Manado diperuntukkan bagi narapidana 
dewasa namun dikarenakan adanya petimbangan tertentu dalam hal ini 
permintaan keluarga narapidana untuk lebih memudahkan dalam 
perkunjungan maka ada juga narapidana yang ditempatkan di Lapas Manado, 
yang sebenarnaya ada Lapas Khusus anak yang berada di Kota Tomohon, 
maka tahanan anak seharusnya ditempatkan di Lapas Anak Tomohon. Yang 
menjadi dasar hukum dimana Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana 
juga sebagai tempat perawatan bagi tahanan adalah di dalam penjelasan Pasal 
22 ayat (1) KUHAP di mana dinyatakan selama belum ada rumah tahanan 
negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dilakukan di Kantor 
Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di lembaga pemasyarakatan, 
di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain. Jadi Lapas 
Manado selain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana 
orang dewasa juga melaksanakan perawatan bagi tahanan/narapidan anak. 
Kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kehakiman dan HAM Sulawesi Utara Nomor W2.PK.02.01-1630 tanggal 15 
April 2003 perihal Penempatan Narapidana di Lapas Kelas II A Manado di 
mana Lapas Manado menerima tahanan dan narapidana berumur 21 tahun 
kebawah. 
Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
pada Pasal 8 disebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat 
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fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, 
pengamanan dan pembimbingan warga pembinaan Pemasyarakatan. Sebagai 
pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk 
menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. 
Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi 
fungasi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, 
pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan di Lapas penyimpanan Benda 
Sitaan Negara. 
Dalam konteks pelaksanaan misi Pemasyarakatan tersebut 
menempatkan posisi petugas Pemasyarakatan dalam lintas relasi yang setara 
merupakan prasyarat berjalannya sistem peradilan pidana yang terpadu. 
Kondisi saat ini dirasakan oleh Pemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan 
misi Pemasyarakatan belum mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang 
memadai dari lingkungan penegak hukum lainnya. Pemasyarakatan 
diposisikan hanya sebagai ujung dari proses peradilan pidana yang berjalan. 
Dalam konteks normatif memang terdapat permasalahan yang cukup krusial 
mengenai posisi Pemasyarakatan yang ditempatkan sebagai bagian akhir dari 
sistem pemidanaan pada tata peradilan pidana. Hal tersebut dalam Pasal 1 
Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Namun jika menengok tugas pokok 
dan fungsi Pemasyarakatan dalam undang-undang tersebut, maka sebenarnya 
penempataan Pemasyarakatan sebagai ujung akhir dari sistem peradilan 
pidana sangat tidak tepat, mengingat Pemasyarakatan telah berperan sejak 
awal pada saat proses peradilan pidana mulai bekerja. Dengan kondisi ini 
tentunya diperlukan penguatan posisi Pemasyarakatan ditengah-tengah 
bekerjanya sistem peradilan pidana. 
Harapan terhadap Lapas dalam peningkatan perlakuan yang lebih adil 
dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana bukanlah hal yang berlebihan. 
Dalam masa berlakunya hukum acara pidana lama (HIR) cukup banyak 
permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penahanan, 
antara lain masalah tempat tersangka ditahan penuh ketidakpastian di mana 
pihak keluarga sering tidak mengetahui di mana tersangka berada, demikian 
pula kondisi tempat penahanan yang sangat memprihatinkan dan sebagainya. 
Sehubungan dengan hal itu M.L.Hc.Hulsman sebagaimana yang 
dikemukakan Soedjono Dirdjosisworo menulis bahwa:
12
  
Tempat penahanan di mana orang ditahan sambil menunggu disposisi 
pengadilan, merupakan lembaga yang paling buruk perlengkapannya 
dan oleh sebab itulah bahwa penahanan dalam lembaga ini bahkan 
lebih tidak dapat disetujui dibandingkan dengan perampasan 
kemerdekaan lainnya. Oleh karena itu setiap tahanan yang akan 
dititipkan di dalam Lapas harus diperiksa fisik dan kesehatan tahanan 
tersebut.  
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Apabila tahanan tersebut tidak sehat maka harus ada keterangan tertulis 
dari pihak yang menahan secara yuridis bahwa tahanan tersebut sakit dan lain 
sebagainya. Berdasarkan hal di atas didapat tanggapan responden tahanan 
apakah diperiksa fisik dan kesehatannya oleh petugas Lapas ketika pertama 
kali masuk. Di mana dari 30 responden tahanan menyatakan bahwa setiap 
tahanan yang masuk ke Lapas pertama kali diperiksa seluruhnya oleh petugas 
Lapas baik fisik maupun kesehatannya.
13
 Oleh karena itu permasalahan 
tentang pemanfaatan Lapas dalam meningkatkan perlindungan dan 
penghormatan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama aparat 
dalam instansi yang dikemukakan di atas. Dari penelitian yang ada dewasa ini 
terlihat bahwa keberadaan Lapas Manado dalam sistem peradilan pidana 
belum mendapat perhatian dari pengamat maupun penulis hukum pidana. 
Apabila penempatan tersangka yang dikenakan penahanan di Lapas adalah 
kewajiban aparat yang melakukan penahanan maka merupakan hak tersangka 
yang bersangkutan sebagai warga negara untuk ditempatkan di Lapas. Logika 
berpikir simetris demikian dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro 
sebagaimana yang dikemukakan Syafruddin menyatakan:
14
  
Pandangan bahwa penyebutan hak selalu harus dibarengi dengan 
pengertian adanya kewajiban timbul dari pemahaman yang benar 
bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Yang keliru adalah 
kesimpulan hak dan kewajiban itu berada pada satu subjek (individu) 
yang sama. Dengan contoh: kalau A mempunyai hak X, maka B 
mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan hak X tersebut 
atau kalau A mempunyai kewajiban Y, maka B mempunyai hak yang 
berkaitan dengan kewajiban Y itu. Hak asasi manusia (termasuk hak 
warga negara) melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh 
warga negara.  
Untuk menerima tahanan di Lapas secara sah maka pada saat tahanan 
di bawa ke Lapas harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak 
yang menahan lengkap dengan surat pengantarnya. Secara administratif yang 
dimaksud dengan surat penahanan yang sah adalah surat yang ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap/stempel asli instansi. 
Berdasarkan tanggapan responden petugas mengenai pada saat penerimaan 
tahanan apakah memeriksa surat-surat sudah lengkap dan sah didapat bahwa 
dari 30 responden menyatakan bahwa 100% petugas yang melaksanakan 
penerimaan tahanan selalu memeriksa surat penahanan apakah sudah lengkap 
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dan sah. Hal ini dilakukan agar pihak Lapas mempunyai dasar hukum untuk 
menerima tahanan tersebut.
15
  
Apabila surat pengantar dan surat penahanan tidak sah atau lengkap 
maka pihak Lapas menolak menerima tahanan tersebut. Hal itu pernah terjadi 
dengan berbagai macam permasalahan diantaranya surat pengantar tidak 
distempel dan surat pengantar dan penahanan distempel tetapi tidak 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menahan. Kemudian masa 
penahanan tidak dicantumkan disurat penahanan, masa penahanannya sudah 
habis dan lain sebagainya.
16
 Berdasarkan hal tersebut di atas pihak Lapas 
Manado telah membebaskan demi hukum tahanan sebanyak 65 orang sejak 
april 2008 sampai dengan 08 Februari 2009 Ini dilakukan karena tidak ada 
dasar hukum bagi Lapas/untuk menahan tahanan tersebut.
17
 Sebelum tahanan 
tersebut dibebaskan demi hukum pihak Manado telah melaksanakan 
koordinasi dan pemberitahuan terlebih dengan cara menghubungi pihak yang 
bertanggung jawab secara yuridis dengan telepon dan memberikan surat 
peringatan kepada pihak yang menahan secara yuridis dengan surat tentang 
10 hari sebelum masa penahanan berakhir, 3 hari sebelum masa penahanan 
berakhir, dan 1 hari sebelum masa penahanan berakhir. Ini dilakukan pihak 
Lapas secara rutin kepada semua tahanan.
18
 
 
2. Pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi 
tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Sistem pemasyarakatan di Indonesia dikenal sekitar tahun 1963. 
Pemasyarakatan ialah proses pembinaan terhadap terpidana yang diputuskan 
pengadilan. Sebelum sistem pemasyarakatan ialah sistem penjara. Sekitar 
tahun 1960-an sistem ini mulai di tinggalkan akibat persepsi buruk dunia 
internasional. Bahwa sistem kepenjaraan cenderung tempat balas dendam 
oleh sipir dan pemenang Perang Dunia ke II. Dimana didalamnya terdapat 
penyiksaan dan kekerasan untuk memaksa terpidanan tunduk menjadi sasaran 
kekejaman sipir dan penguasa. Kemudian di Indonesia sistem itu mulai 
ditinggalkan setelah tahun 1960-an dan diganti menjadi sistem 
pemasyarakatan.  
Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan diarahkan supaya narapidana 
sadar dalam arti tidak mengulangi lagi tindakan yang menyebabkan 
pemidanaan. Sehingga mereka juga ikut bertanggungjawab dalam membinan 
dan melaksanakan ketertiban hukum. Sehingga perjuangan untuk 
memperbaiki perilaku dan tindakan yang salah menurut hukum dapat 
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terlaksana dengan benar. Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan 
pertama kali oleh Dr. Sahardjo, SH. Pada 5 Juli 1963 yang disampaikan saat 
pidato dengan tema ”Pohon beringin pengayoman”. Sehingga dimaknakan 
bahwa konsep hukum nasional seperti pohon beringin yang melambangkan 
pengayoman. Kemudian sistem pemasyarakatan secara formal dilaksanakan 
pada 27 April 1964. Pada hakekatnya pemasyarakatan dan pemenjaraan 
memiliki arti yang sama tetapi tujuannya berbeda. Pemasyarakatan sebagai 
alat untuk interaksi, rehabilitasi seorang warga negara agar berlaku baik dan 
taat hukum sedangkan kepenjaraan cenderung menjadikan orang semakin 
kriminal setelah masuk penjara (Atmasasmita, 1983;47). 
Tetapi apabila bertolak dari lamanya masa penahanan tersangka yang 
dijalani tersangka sampai yang bersangkutan diputus pengadilan yang 
terkadang putusan pengadilan tersebut waktunya cukup lama dikirim kepada 
pihak Lapas yang mengakibatkan tahanan tersebut tetap berstatus tahanan 
(lihat halaman 101 tentang banyaknya tahanan yang sudah diputus 
pengadilan namun lebih dari dua minggu bahkan ada yang sudah 2 tahun 
belum menerima surat putusan pengadilan sehingga status mereka tetap 
tahanan) adalah wajar timbul persoalan tentang apakah yang sebaiknya 
dilakukan oleh tahanan selama masa penahanan dan bagaimana sebaiknya 
memperlakukan tahanan itu. Apakah tahanan dibiarkan duduk termenung 
sepanjang hari dalam kegelisahan dan ketidakpastian? Atau apakah ia diberi 
kebebasan berinteraksi dengan para tahanan dari berbagai jenis kejahatan dan 
jenis watak manusia yang melakukan tindak pidana? Apakah negara boleh 
dan berhak membiarkan orang untuk jadi lebih jahat ditempat yang oleh 
kaum abolisionis dan para pengkritik pidana penjara lainnya disebut sekolah 
tinggi kejahatan itu? Menurut pengakuan beberapa responden yang penulis 
wawancarai, mereka mendapat pengetahuan dan sebenarnya pemikiran 
mengenai perlunya pembinaan terhadap tahanan bukan hal baru.  
Penyusun naskah akademik Undang-Undang Pemasyarakatan 
Departemen Hukum dan HAM telah merumuskan masalah ini dengan 
menyatakan bahwa mengingat telah lama pembinaan terhadap orang tahanan 
ini dikehendaki dan melihat kenyataannya banyak para tahanan yang ada 
dalam lembaga pemasyarakatan telah dilaksanakan pembinaannya, maka 
penyusun naskah akademik Pemasyarakatan ini mengharapkan agar kepada 
orang tahanan diberikan pembinaan.
19
 Sedangkan konsepsi pembinaan 
pemasyarakatan yang diusulkan mencakup bidang yang luas dibawah 
spektrum pencegahan kejahatan.
20
 Dari pernyatan diatas nampak bahwa 
                                                          
19
 Team Pengkajian Pemasyarakatan, Hasil Pengkajian Naskah Akademis Peraturan 
Perundang-Undangan tentang Pemasyarakatan, (Jakarta: Proyek Pusat Perencanaan 
dan Kodifikasi BPHN Departemen Kehakiman RI, 1979-1980), hlm. 5 
20
 Konsepsi Pemasyarakatan tidak hanya semata-mata merumuskan tujuan dari 
pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar-
pelanggar hukum yang mencakup bidang yang luas di bawah spektrum pencegahan 
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kehendak untuk membina mereka yang berstatus tahanan bukan merupakan 
pemikiran baru. Apalagi melihat kenyataan yang ada di samping narapidana 
sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan, juga masih terdapat para 
tahanan.
21
  
Pembinaan terhadap tahanan adalah suatu permasalahan yang perlu 
mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan kriminal dengan tetap 
mengingat bahwa upaya paksa penahanan dalam Rutan adalah salah satu 
sarana politik kriminal dalam ketrampilan tentang berbagai modus operandi 
maupun keberanian tukar pengalaman dengan sesama teman satu sel. 
mencapai tujuan pemidanaan. Sesuai pula dengan filsafat pembinaan yang 
dikemukakan Sudarto bahwa mereka yang dipidana penjara singkat tetap 
berhak mendapat pembinaan. Tidak kalah pentingnya adalah agar aparat 
penegak hukum harus selektif dalam melakukan penahanan sehingga 
penahanan rumah tahanan negara hanya dikenakan terhadap tersangka bila 
diperlukan dengan didukung bukti yang cukup. Berdasarkan ketentuan Pasal 
22 ayat (3) dan (4) KUHAP tentang pengurangan pidana dengan masa 
penahanan, maka dapat dikatakan bahwa masa penahanan yang dijalani 
tersangka merupakan pidana.  
Di kalangan sarjana pemikiran seperti itu antara lain dikemukakan oleh 
Hoefnagels yang menulis bahwa keseluruhan proses pidana itu sendiri sejak 
penahanan sampai putusan dijatuhkan merupakan pidana.
22
 Dilihat fasilitas di 
Lapas Manado ada rungan penasehat hukum sebagai tempat pertemuan antara 
penasehat hukum dengan tahanan (kliennya). Ruangan ini juga digunakan 
sebagai ruangan sidang TPP. Namun ruangan ini jarang digunakan 
dikarenakan tahanan sedikit yang menggunakan penasehat hukum. 
Selanjutnya di Lapas Kelas II A Manado terdapat sebuah perpustakaan yang 
cukup baik dengan berbagai macam judul buku. Buku-buku itu didapat dari 
sumbangan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap 
Lapas diantaranya Yayasan Pusaka Indonesia, Yayasan Galatea dan Solusi 
Talent Depelovement (STD). Apabila diperhatikan pada dasarnya bentuk 
pembinaan tahanan dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut tidak lain 
merupakan pelaksanaan hak-hak tersangka dalam tahanan antara lain 
                                                                                                                                         
dan sekaligus membawakan suatu metodologi dalam bidang .treatment of offenders. 
yang .multilateral oriented. dengan approach yang berpusat pada potensi sumber 
daya yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun (dan lainlain) yang 
ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Ibid, hlm. 5 
21
 R.P. Bahrudin Soerjobroto, .Posisi dan Sistem Pemasyarakatan., Prasaran dalam 
workshop Pemasyarakatan, Bandung, 1971. 
22
 Pendapat yang dikemukakan Hoefnagels tersebut bertitik tolak pada pengertian 
yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap 
pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan 
pengusutan oleh polisi sampai putusan terhadap terdakwa dijatuhkan. G.P. 
Hoefnagels dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, 
(Bandung: Alumni, 1992), hlm. 9. 
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disebutkan bantuan hukum, penyuluhan rohani, dan perawatan jasmani, 
bimbingan ketrampilan dan lain sebagainya. Tanpa pemberian hak-hak 
tersebut pembinaan tidak akan mempunyai arti penting bagi tahanan, hanya 
saja pola atau pedoman mengenai pembinaan terhadap tahanan tersebut tidak 
diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, melainkan 
dalam bentuk Keputusan Menteri saja. 
 
E. PENUTUP 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan pada Pasal 8 disebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan 
merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di 
bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga pembinaan 
Pemasyarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas 
Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam 
pelaksanaan misi Pemasyarakatan.  
Namun dalam prakteknya, posisi Pemasyarakatan sebagai salah satu 
sub sistem dalam sistem peradilan pidana masih belum seratus persen diakui 
sepenuhnya, baik oleh masyarakat maupun oleh instansi penegak hukum 
lainnya. Terbukti dan dapat dirasakan bahwa dalam realitasnya, 
Pemasyarakatan sampai saat ini masih belum diposisikan sebagaimana 
mestinya sesuai dengan tuntutan undang-undang yang notabene merupakan 
suara rakyat. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana garis koordinasi dan 
interkoneksi antar lembaga penegak hukurn untuk melaksanakan tahapan 
acara pidana menunjukkan diferensiasi fungsional dari masing-masing 
lembaga. Pada titik ini terdapat kerentanan terjadinya ego sektoral dari 
masing-masing lembaga.  
Terdapat kecenderungan dalam praktik selama ini Pemasyarakatan 
kurang memiliki kekuatan tawar yang kuat terhadap tiga institusi lainnya, 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kemudian masih banyak pejabat 
penegak hukum atau bahkan para ahli (pakar) hukum pidana yang 
menyatakan bahwa institusi penegak hukum hanya meliputi catur wangsa 
yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum. Bahwa Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah memposisikan instansi 
Lapas/Rutan sebagai bagian (sub sistem) dari Sistem Peradilan Pidana yang 
tugasnya adalah mendukung sistem tersebut, agar penegakan hukum tidak 
destruktif bagi kemanusiaan atau tidak melanggar hak konstitusional dan hak 
asasi para pelanggar hukum.  
Bahwa sampai saat ini, pemahaman tersebut diatas belum optimal 
sehingga pelaksanaan peran dan fungsi Pemasyarakatan dalam mendukung 
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum maksimal. Bahwa belum 
maksimalnya fungsi tersebut disebabkan antara lain oleh rendahnya 
pemahaman para petugasnya terhadap peran dan fungsinya sebagai salah satu 
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aparat penegak hukum sehingga pengakuan dari masyarakat pun (khususnya 
aparat penegak hukum lainnya) belum sesuai dengan harapan.  
Hal ini dibuktikan dengan adanya "pengabaian" dalam pelaksanaan 
penahanan di Rutan, yang diakibatkan oleh ketidakpedulian instansi-instansi 
yang terkait. Lapas Kelas II A Manado saat ini bukan hanya diisi oleh 
narapidana dan tahanan sampai dengan 21 tahun keatas namun sudah ada 
tahanan dan narapidana yang belum  mencapai 21 tahun. Berdasarkan data 
yang didapat bahwa penghuni Lapas Kelas II A Manado berfungsi sebagai 
tempat pembinaan narapidana namun kenyataannya Lapas Manado ada juga 
dihuni oleh tahanan. Kemudian jumlah warga binaan sangat melebihi 
kapasitas dari Lapas Manado dimana Narapidana saat penelitian ini 
berjumlah 562 dan tahan 163 Orang  Berdasarkan penelitian dilapangan 
bahwa tahanan di Lapas Manado lebih cenderung mengikuti kegiatan 
pengajian/kebaktian. Dimana pelaksanaan pendidikan agama di Lapas Kelas 
II A Manado baik, hal ini harus tetap dipertahankan karena sangat penting 
untuk meciptakan ketenangan jiwa bagi tahanan serta tumbuh kesadaran bagi 
tahanan tersebut.  
Selanjutnya kegiatan olah raga bagi tahanan di Lapas Kelas II A 
Manado telah memadai, Namun dari hasil penelitian menunjukkan tahanan 
yang mendapatkan pendidikan ketrampilan di Lapas Kelas II A Manado 
sangat minim sekali. Hal itu terjadi disebabkan kesulitan dalam pemberian 
ketrampilan yang benar-benar sesuai dengan bakat dan kemauan tahanan dan 
narapidana, di mana sangat beragam sekali bakat dan keinginan tahanan dan 
narapidana dalam pembinaan keterampilan serta kemampuan dana untuk 
menyelenggarakan pembinaan ketrampilan yang masih sangat minim. 
Selanjutnya terhadap tahanan diperoleh jawaban bahwa hanya sebagian kecil 
tahanan yang menggunakan jasa penasihat hukum dengan alasan pada 
umumnya para tahanan tingkat perekonomian keluarganya rendah, di mana 
mereka menyatakan tidak sanggup untuk membayar penasehat hukum. 
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